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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG

PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa hasil penelitian dan pengembangan hukum dan
hak asasi manusia berguna sebagai bahan pembangunan
hukum nasional dan dimanfaatkan bagi pemangku
kepentingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan di

Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
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Menetapkan

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 186);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG  PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA.

Pasal 1
Bentuk penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan
hak asasi manusia terdiri atas:
a. penelitian dan pengembangan di bidang hukum;
b. penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi
manusia,;
c. pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan; dan

d. meta analisis hukum, hak asasi manusia, dan kebijakan.

Pasal 2
Hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak
asasi manusia berupa:
a. laporan kegiatan penelitian dan pengembangan;
b. buku hasil penelitian dan pengembangan,;

risalah kebijakan (policy brief);

o o

memorandum kebijakan (policy memo); dan/atau

e. tulisan dalam jurnal.



